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ABSTRACT

This article aimed to explore the destination management organization in

Borobudur temple. The approach method used in this writing was descriptive

interpretative of organization behavior which its data had been taken from literature

study, participated observation, and the discussions in the seminars. Its findings

showed that the more successful of an organization in managing Borobudur temple,

the higher level of poverty in community around it. In fact, the behavior’s

organization of TWC Borobudur has been focused on the running of legal and

economics responsibilities rather than the social ones; such has been mandated by

the vision of Ministry of State-Owned Enterprises in Law No. 40 of 2007 and Law

No.10 of 2009. Moreover, it was aggravated by the behavior of urban society who

also had their own interests. Finally, the local community would be more marginalized

if there were no serious empowerment actions taken by the government immediately.
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PENDAHULUAN

Belakangan ini penelitian tentang

destinasi telah banyak dikaji dalam hal

basis teknologi informasi (Bhairawa,

Mulatsih, dan Rahayu, 2009; Chen dan

Sheldon, 1997), pemasaran (Buhalis, 2000;

Fodor dan Werthner, 2005), maupun tata

kelola daerah tujuan wisatanya (Getz,

Anderson, dan Sheehan, 1998; McElroy,

2003). Namun, penelitian tentang daerah

tujuan wisata, khususnya mengenai

pengelolaan organisasinya jarang ditemu-

kan, padahal organisasi ini mempunyai

peran sentral yang tidak kalah pentingnya

dengan destinasi (Presenza, Sheehan, dan

Ritchie, 2005). Mereka menyatakan bahwa

seringkali kesuksesan sebuah destinasi

bergantung kepadanya. Organisasilah

yang menjadi aktor penentu pengem-

bangan atraksi, akses, dan amenitas.

Memang tidak dapat dipungkiri bah-

wa organisasi pengelola daerah tujuan

wisata mampu membuat destinasi ber-

manfaat secara optimal dan berkelan-

jutan. Organisasi inilah yang pertama-

tama akan mewadahi, menggerakkan,

dan memerankan pemangku kepentingan

dalam mengelola berbagai permasalahan

sebuah destinasi. Keberadaan organisasi

ini dapat mengakselerasikan kebijakan

daerah tujuan wisata dengan memper-

hatikan kebijakan yang lain secara ter-

arah dan terkoordinasi, seperti undang-
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undang, peraturan, renstra, dan pro-

gram-program pariwisata yang lain.

Organisasi juga dapat mengintegrasikan

rencana pembangunan dan pemasaran

daerah tujuan wisata dari pemerintah pu-

sat, provinsi, dan kabupaten/ kota dalam

mewujudkan tujuan pariwisata secara ter-

padu dan berkelanjutan (DMO, 2010). Ba-

rangkali karena alasan itu pulalah organi-

sasi pengelola sebuah destinasi ini penting,

bahkan diperebutkan oleh stakeholder-nya,

ingin dilibatkan dan diperankan sebagai

pengelola destinasi tersebut.

Kompleksitas organisasi pengelolaan

destinasi ini melibatkan pihak-pihak yang

berkepentingan untuk mendapatkan

prioritas yang diuntungkan. Mereka

mebentuk kelompok-kelompok untuk

memperkuat kepentingannya. Kepen-

tingan kelompok yang beragam dengan

karakteristik produk dan pemahaman

yang bermacam-macam sering menim-

bulkan konflik. Konflik ini kian hari tam-

pak semakin memanas dan tak kunjung

datang penyelesaiannya.

Akar pemicu konflik ialah dugaan

akan kurang terintegrasinya pengelolaan

organisasi destinasi dalam suatu sistem

yang mampu mengoptimalkan kepen-

tingan bersama. Kesenjangan kepen-

tingan muncul ketika optimalisasi pe-

ngembangan Candi Borobudur membuat

gaya hidup masyarakat semakin kon-

sumtif dan termarginalkan tanpa diim-

bangi dengan pemberdayaan mereka. Hal

ini ditunjukkan oleh banyaknya peng-

hargaan yang diraih, namun, data per-

sentase angka kemiskinan di Kecamatan

Borobudur tercatat sebesar 61,7%, pering-

kat 17 kategori masyarakat miskin dari 22

kecamatan yang ada di Kabupaten Mage-

lang, Jawa Tengah (Kurniawati, 2008).

Masyarakat yang merasa tergusur

dan terampas kesejahteraannya me-

lakukan perlawanan menuntut ketidak-

adilan. Ancaman muncul berkali-kali,

antara lain warga masyarakat akan

melakukan aksi tutup jalan menuju pintu

Candi Borobudur (Aji dalam kapanlagi.

com, 2006). Desas-desus revolusi Boro-

budur pun mulai didengungkan dengan

keras dan mulai menghimpun basis

kekuatan (suara audien dalam focus group

discussion dan sarasehan, 2011). Gejolak

kepentingan individu dan kelompok ter-

tentu yang sudah diwadahi dalam orga-

nisasi-organisasi nonpemerintah sema-

kin berani menyuarakan perihal ketidak-

adilan. Hal ini dikhawatirkan akan

memuncak dan berakhir pada tindakan

anarkis, khususnya terhadap organisasi

pengelola destinasi Taman Wisata Candi

Borobudur (TWC Borobudur). Pengelola

Candi Borobudur diduga kurang meres-

pons kepentingan masyarakat setempat.

Kalaupun pada akhirnya tindakan

anarkis terjadi, semua akan rugi dan

citra pariwisata lagi-lagi tercoreng. Oleh

karena itu, penting adanya tata kelola

organisasi daerah tujuan wisata yang

biasanya dikenal dengan istilah MDO

(Management Destination-Organization).

Presenza, Sheehan, dan Ritchie

(2005) merupakan peneliti pertama yang

mengkaji model DMO (Destination-

Management Organization) dari sudut

pandang EDM (External Destination

Marketing) dan IDD (Internal Destination

Development). Mereka menggali berbagai

pandangannya, yaitu pendekatan IDD

dari produk pada sisi penawaran dan

pendekatan EDM dari pemasaran pada

sisi permintaan. Peneliti DMO yang lain

adalah Ritchie dan Crouch (2007) dengan

latar perencanaan pengelolaan daerah

tujuan wisata yang dikenal dengan model

DMP (Destination Management Planning).

Crouch lebih menitikberatkan kajiannya

pada pemasaran dan tata kelola alam

untuk menciptakan pariwisata yang
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berkelanjutan dan daerah tujuan wisata

yang mempunyai daya saing. Pendekatan

DMP didasarkan pada dua pilar penyang-

ganya, yaitu destination marketing dan

destination management. Namun demi-

kian, perhatian kedua penelitian itu

terpusat pada unsur objek dan bukan

subjek kepariwisataan sehingga kurang

mampu menafsir lebih luas penentu

keadaan dalam konflik Borobudur ini.

Sehubungan dengan hal itu, penulis lebih

akrab menggunakan istilah MDO (penge-

lolaan organisasi destinasi). Pengelolaan

organisasi destinasi (MDO) lebih cende-

rung melihat permasalahan ada pada

organisasinya. Dengan demikian, perlu

penyelesaian agar organisasi sebagai

subjek dapat bekerja dengan baik

bersama stakeholder-nya dalam mencapai

tujuan. Bisa jadi, permasalahan ada pada

sisi internal atau sisi eksternal organisasi

terkait yang anggotanya juga mempunyai

kepentingan. Hal ini berbeda dengan

organisasi pengelolaan destinasi (DMO),

seperti dikemukakan oleh kedua peneliti

sebelumnya yang cenderung menekan-

kan permasalahan pada destinasi.

Ancangan analisis MDO ini dipilih

karena dapat mengungkapkan pengelo-

laan organisasi dikaitkan dengan kema-

juan suatu destinasi di Borobudur dan

kesejahteraan masyarakatnya (Bhairawa,

Mulatsih, dan Rahayu, 2009). Selanjutnya,

keterkaitan unsur-unsur tersebut mem-

bentuk nilai (Pitana, 2002) dan secara em-

piris teruji dapat menyejahterakan masya-

rakat sekitarnya (Semercioz, Donmez, dan

Dursun, 2008; Damanik, 2010).

Lebih khusus, penelitian ini ber-

tujuan untuk mengetahui tata kelola

organisasi daerah tujuan wisata Candi

Borobudur. Pengorganisasian destinasi

yang baik merupakan jaminan kesuk-

sesan suatu pengelolaan destinasi

(Greech, 1995:517). Kesuksesan pengelo-

laan destinasi dapat memberikan man-

faat yang sebesar-besarnya kepada pihak-

pihak yang berkepentingan secara adil

dan merata, misalnya kepada kesejah-

teraan masyarakat sekitarnya (Bhairawa,

Mulatsih, dan Rahayu, 2009; Pitana, 2002;

Semercioz, Donmez, dan Dursun, 2008;

Damanik, 2010). Akhirnya, diharapkan

hasil penelitian ini dapat memberikan ma-

sukan langsung kepada organisasi penge-

lola destinasi, masyarakat, pemerintah,

akademisi, dan elemen-elemen terkait.

KAJIAN PUSTAKA

Konsep Tata Kelola Organisasi Desti-

nasi

Ada tiga konsep penting yang perlu

disepakati maknanya berkenaan dengan

kajian ini, yaitu (a) konsep manajemen, (b)

konsep organisasi, dan (c) konsep desti-

nasi. Pemaknaan konsep diperlukan untuk

mencegah bias arti kata-kata tersebut.

Kata management merupakan kata

benda yang berasal dari bahasa Inggris

dan telah diindonesiakan menjadi mana-

jemen, artinya penggunaan sumber daya

secara efektif dan efisien untuk mencapai

sasaran. Sebagian masyarakat meng-

artikan bahwa manajemen sama dengan

pengelolaan, yaitu proses sistemik

perbuatan mengelola. Asumsi dasar dari

pengelolaan organisasi destinasi pari-

wisata ini adalah sebuah sistem, yaitu satu

kesatuan dari unsur-unsur yang saling

berinteraksi untuk tujuan mengoptimal-

kan nilai-nilai penghidupan, kehidupan,

kemanusiaan, keruangan yang berupa

alam semesta, dan ketuhanan serta

mendapatkan manfaat dari nilai tersebut

secara adil (Baiquni, 2009). Nilai ini

membentuk model bahwa keadilan

manfaat dapat menentukan kuatnya

dukungan terhadap organisasi pengelola

destinasi pariwisata tersebut.
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Kata organization merupakan kata

benda yang berasal dari bahasa Inggris

dan diserap ke dalam bahasa Indonesia

menjadi kata kerja organisasi yang secara

harfiah berarti mengatur. Secara khusus

Gibson, Ivancevich, dan Donnelly (2011)

menyatakan bahwa organisasi adalah

suatu wadah yang mengatur dan me-

mungkinkan kesatuan dari orang-orang

atau kelompok orang dalam suatu per-

kumpulan berperilaku agar dapat meraih

hasil optimal yang sebelumnya tidak dapat

dicapai oleh individu. Pendekatan penga-

turan organisasi dalam penelitian ini mela-

lui perilaku keorganisasian. Perilaku ke-

organisasian didefinisikan sebagai studi

tentang manusia bertindak dalam organi-

sasi yang ditujukan bagi kemanfaatan

orang (Tampubolon, 2004). Dari segi peri-

laku organisasi dapat dilihat dari dua sudut

pandang, yaitu lingkungan eksternal dan

lingkungan internal (Tampubolon, 2004:3).

Pengertian kata destinasi pariwisata

dalam kaitannya dengan tata kelola orga-

nisasi dapat berupa tempat tujuan wisa-

tawan, produk dan pelayanan yang mena-

rik wisatawan, termasuk peradaban masya-

rakatnya, atau satu kesatuan pengalaman

yang didapat oleh wisatawan yang dikelola

oleh organisasi tersebut (Manente dan

Minghetti, 2000). Hal ini juga ditegaskan

dalam undang-undang No. 10 Tahun 2009

tentang Kepariwisataan Pasal 1 Angka 6,

yang menyatakan bahwa destinasi pariwi-

sata adalah kawasan geografis yang berada

dalam satu atau lebih wilayah administratif

yang di dalamnya terdapat daya tarik wisa-

ta, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, akse-

sibilitas, serta masyarakat yang saling ter-

kait dan melengkapi terwujudnya kepari-

wisataan.

Jika ketiga kata tersebut dirangkai-

kan menjadi satu kesatuan makna

Manajemen Organisasi destinasi (MDO),

artinya adalah suatu sistem pengelolaan

organisasi kepariwisataan terpadu yang

mengintegrasikan fungsi perencanaan,

pengorganisasian, pelaksanaan, dan

pengawasan secara inovatif dan sistemik.

Semua itu dijalankan melalui jaringan

yang terpimpin secara terpadu dengan

melibatkan peran masyarakat, asosiasi,

industri, akademisi, dan pemerintah.

Tujuannya ialah meningkatkan fungsi

nilai sebagai tujuan akhir. Fungsi nilai

yang dimaksud, antara lain, adalah seba-

gai berikut. Pertama, fungsi sebagai peng-

gerak ekonomi lokal dalam menghasilkan

pendapatan daerah, lapangan pekerjaan,

dan penghasilan pajak. Kedua, fungsi

sebagai pemasar lokal yang membentuk

citra destinasi. Ketiga, fungsi sebagai koor-

dinator industri yang berkemampuan

untuk meningkatkan pertumbuhan in-

dustri daerah dengan mendatangkan hasil

dan keuntungan daerah melalui bisnis

pariwisata. Keempat, fungsi sebagai

lembaga yang mewakili pengelola desti-

nasi pariwisata dalam berhubungan

dengan pengunjung. Kelima , fungsi

membangun dan menggali nilai kearifan

lokal yang dapat memperkuat identitas

kedaerahan dan menjadi kebanggaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pende-

katan holistik dengan metode deskriptif-

interpretatif. Pengumpulan data dilaku-

kan dengan studi literatur, wawancara

secara mendalam, observasi terlibat, dan

penjaringan data melalui diskusi kelom-

pok. Studi literatur dilakukan terkait

dengan berbagai data, termasuk beragam

pandangan dan analisis dari para ahli

sebelumnya tentang potensi kepari-

wisataan dan organisasi pengelolanya di

Desa Borobudur, baik berupa buku,

jurnal, laporan penelitian, kliping media

massa, proceding seminar, dan informasi
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dari internet. Wawancara secara men-

dalam dilakukan terhadap informan untuk

mengetahui lebih jelas dan rinci dalam

mengungkap bukti-bukti dan data dari

informasi yang ada. Upaya peng-galian data

dan informasi pun juga dilakukan dengan

pengamatan secara langsung terlibat dalam

kegiatan masya-rakat di sekitar kampung

dan di situs Candi Borobudur. Fenomena

yang terjadi diamati terkait perihal sosio-

kultural dan organisasi yang ada. Penga-

matan ini dilakukan dengan cara menga-

mati, mencatat, dan menghubungkannya

dengan beberapa data maupun informasi

yang ada di lapangan. Diskusi kelompok

dilakukan melalui beberapa acara temu

sarasehan, workshop, dan presentasi

seminar untuk membahas beragam pan-

dangan. Forum-forum informal sebanyak

lima kali didesain berupa diskusi dan

perdebatan sebagai cara untuk menguji

argumen, mengklarifikasi data dan infor-

masi, dan menemukan pandangan baru

dari proses berpikir kritis.

Analisis dan pengolahan data dilaku-

kan dalam dua tahap. Pertama dilakukan

pada saat yang sama dengan kegiatan

pengumpulan data; kedua dilakukan

setelah pengumpulan data berakhir.

Penulisan laporan penelitian dilakukan

dalam bentuk power point yang dipre-

sentasikan sebagai pengayaan terakhir

yang kemudian disempurnakan dalam

bentuk artikel jurnal ini.

PEMBAHASAN

Berdasarkan pemahaman konsep

manajemen organisasi destinasi di atas,

data perilaku organisasi dari sudut

pandang lingkungan internal dan

eksternal diteliti untuk mengetahui pola

tata kelola organisasinya.

Tata Kelola Organisasi di Candi Borobudur

Hasil analisis ini tersaji pada Bagan

1 dalam struktur organisasi Candi

Borobudur berikut.

 

Kepala Unit Candi Borobudur 

(TWC Borobudur) 

Wakil Kepala Unit  

Sub Tata Usaha Seksi Pelayanan Teknis Kel Tenaga Fungsional 

Kepegawaian 

Prlngk & Rmh Tangga 
 

Keuangan 

Pelayanan Masy. 

Seksi Pemeliharaan 

Seksi Operasional 

Seksi Pertamanan 

Seksi Aneka Usaha 

Perkantoran & Admin 

Pemasaran 

Kajian & Laboratorium 

Perizinan & Pengamnan 

Kepala Unit Candi Prambanan 

(TWC Prambanan) 

Kepala Unit Candi Boko              

(TWC Boko) 

Destinasi  (Dirut PT TWCPBB) 
 

Kementrian BUMN 
 

Dep. Kebudayaan & Pariwisata 
 

Bagan 1. Struktur Organisasi Pengelola Candi Borobudur

Sumber : Data Lapangan Candi Borobudur
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Dapat dilihat pada Bagan 1 di atas

bahwa tatanan lingkungan internal

organisasi pada tiap-tiap candi dikepalai

oleh seorang kepala unit dan dibantu

seorang wakil kepala unit. Kelancaran

pelaksanaan tugas dan fungsinya di-

jabarkan dengan membentuk urusan-

urusan pada Subbagian Tata Usaha,

Seksi Pelayanan Teknis, dan Kelompok

Tenaga Fungsional. Mereka bekerja

dengan mengemban satu visi sebagai

berikut.

Menjadikan perusahaan yang mem-

punyai kemampuan dan kompetensi

yang tinggi serta profesional dengan

dukungan sumber daya manusia yang

berkualitas untuk menjadikan taman

dan candi sebagai objek dan daya tarik

wisata yang mampu bersaing secara

global (Kurniawati, 2008).

Berdasarkan visi ini, TWC Boro-

budur mengalami kemajuan pesat.

Mereka melakukan pembenahan dan

penataan terhadap lingkungan candi

melalui pembangunan Taman Wisata

Candi Borobudur ini. Pada 23 Februari

1983 pemugaran Candi Borobudur

diresmikan oleh Presiden Soeharto.

Selanjutnya, pada 13 Desember 1991

Candi Borobudur terdaftar sebagai The

World Cultural Heritage dengan nomor

registrasi C.592 (Ibrahim dan Chaeosti,

1997:2526). Berbagai piagam dan

penghargaan diraihnya, bahkan terakhir

memenangkan kompetisi internasional

Gold Awards sebagai pengelola heritage

terbaik dari PATA di Beijing, Cina pada

11 April 2011.

Fenomena ini menjadi sesuatu yang

paradoksal bila dijadikan referensi untuk

menilai perkembangan destinasi Boro-

budur yang hingga sekarang disekitarnya

masyarakat masih miskin. Penguatan visi

ini hanya akan memperkuat kesenjangan

antara kemegahan Candi Borobudur dan

kemiskinan masyarakatnya (Muhammad,

dalam sarasehan 2011). Dukungan ma-

syarakat yang semula diharuskan me-

ngorbankan tanahnya untuk kepentingan

yang lebih besar dengan ganti rugi yang

tidak seberapa (Kompas, 6 Februari 1981)

tidak dimaknai dengan baik dalam visi

tersebut. Williams dan Lawson’s (2001)

mengatakan hal tersebut sebagai berikut.

...If it is known why residents support

or oppose the industry, it will be possible

to select those developments which can

minimise negative social impacts and

maximise support for such alternatives.

As such, quality of life for residents can

be enhanced, or at least maintained, with

respect to the impacts of tourism in the

community.

Visi TWC Borobudur sebagai peru-

sahaan BUMN tidak terintegrasi dengan

visi Kementrian BUMN, yaitu mening-

katkan peran BUMN sebagai instrumen

negara untuk peningkatan kesejahteraan

rakyat berdasarkan mekanisme

korporasi. Hal ini agaknya mengisyarat-

kan bahwa penentuan visi yang seharus-

nya juga mampu menyejahterakan

masyarakat merupakan hal yang wajib,

yang barangkali dapat dikaitkan dengan

arti penting pariwisata dan dukungan

masyarakat ketika mengorbankan tanah-

nya. Seiring dengan pendapat tersebut,

amanah UU No. 10 Tahun 2009 tentang

Kepariwisataan menegaskan bahwa

peninggalan purbakala, peninggalan seja-

rah, seni, dan budaya yang dimiliki bang-

sa Indonesia merupakan sumber daya

dan modal pembangunan kepariwisataan

untuk peningkatan kemakmuran dan

kesejahteraan rakyat. Ada pengulangan

yang juga memperkuat pendapat ter-
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sebut, yaitu Crouch dan Ritchie (1999)

menyatakan sebagai berikut.

...not only will tourism be a major

contributor to global prosperity, but also

... the very nature of the tourism

phenomenon will shape the lifestyles,

societal structures, and inevitably the

quality of life...of many citizens of the

world during the first segment of the

third millennium.

Sehubungan dengan itu, pemba-

ngunan kepariwisataan berkontribusi

terhadap kemakmuran sosial (societal

prosperity) serta mampu menghadapi

tantangan perubahan kehidupan lokal,

nasional, dan global. Negara mempunyai

kewajiban menjalankan dan mengawasi

hal tersebut. Hartanto (1997:49) menya-

takan bahwa semakin optimal kontribusi

tersebut, semakin banyak lingkup jumlah

manusia, luas, dan lama intensitas terkena

kontribusi tersebut. Berdasarkan hipo-

tesis studi ini, terlihat bahwa dibanding-

kan dengan masyarakat yang ada di desa-

desa yang lain di Kabupaten Magelang,

yang letaknya lebih jauh dari candi Boro-

budur tempat pengembangan pariwisata

ini, seharusnya masyarakat di sekitar

Candi Borobudur makmur dan sejahtera

terlebih dahulu. Namun, hasil penelitian

ini menunjukkan realitas lain.

Realitas itu dapat dijelaskan melalui

faktor kepemimpinan. Peran pemimpin

TWC Borobudur merupakan salah satu

kunci sukses untuk menggerakkan sege-

nap potensi dengan syarat mutlak menge-

tahui karakter pranata sosial, budaya,

dan adat setempat. Misalnya, Dirut TWC

Borobudur direkrut dari masyarakat

lokal yang mempunyai kualifikasi di

bidang tersebut dan memahami adat

setempat (Best practice dari BTDC).

Apabila masyarakat tidak pernah

diberikan kepercayaan dan tanggung

jawab memimpin, selamanya mereka

tidak akan pernah bisa. Pemimpin tidak

hanya membutuhkan keahlian mana-

jerial dan teknis saja, namun keahlian non

teknis, seperti pemahaman karakteristik

pranata sosial masyarakat di sekitar

Candi Borobudur penting. Sentuhan-

sentuhan bersifat kedaerahan dalam

suasana kekeluargaan dan dialog kerap

kali terbukti mampu menyelesaikan

kebekuan organisasi dan distorsi

kepentingan tersebut (Satrya, 2011).

Seiring dengan berjalannya waktu,

perekrutan dan pergantian generasi

sumber daya manusia sejak 1973 masih

kurang mengoptimalkan masyarakat

sekitarnya dengan alasan tidak ter-

sedianya kesesuaian pendidikan dan

keahliannya (Kepegawaian TWC Boro-

budur, 2011). Namun, hal ini terjadi ber-

tahun-tahun tanpa ada kaderisasi dan

regenerasi dari masyarakat sekitar seba-

gai karyawan atau pimpinan sesuai

dengan kualifikasinya. Warga masyarakat

di dua puluh dusun sekitar Borobudur,

tercatat 95% masih membutuhkan

pekerjaan (Kurniawati, 2008). Sementara

itu, kegiatan program diklat, bintek,

pemagangan diprogramkan secara

berkelanjutan dengan anggaran yang

cukup besar oleh TWC Borobudur untuk

karyawannya yang bukan berasal dari

masyarakat sekitar Borobudur (BKPCB,

2011). Kroc dalam Hunger dan David

(1995) menyatakan bahwa keberanian

mengambil keuntungan dari suatu dae-

rah, harus ada imbal baliknya agar keun-

tungan tersebut berkelanjutan. Selan-

jutnya dikatakan bahwa ketidak-

mampuan masyarakat sekitarnya di-

pekerjakan oleh suatu perusahaan

merupakan konsukuensi tanggung jawab

sosial perusahaan mendidiknya. Hal itu

konsekuensi perusahaan mengambil
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keuntungan di daerah tersebut, kecuali

mereka tidak menginginkannya karena

telah makmur.

Hal lain yang harus dicermati oleh

pemimpin TWC Borobudur adalah pro-

gram CSR (Corporate Social Respon-

sibilities) yang kurang tepat karena tidak

didefinisikan bersama warga yang

dikenai tanggung jawab sosial tersebut

(Suharto, 2011). Program CSR ini hanya

berupa jasa melayani dan mendampingi

tamu-tamu dinas, tamu kantor, dan

kegiatan pemanfaatan Candi Borobudur

untuk acara festival (Seksi Pelayanan

Masyarakat TWC Borobudur, 2011).

Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan

kepada masyarakat hanya berupa

pemberian informasi dalam mengemban

kepentingan organisasi pengelola Candi

Borobudur. TWC Borobudur belum

memandang bahwa tanggung jawab

sosial merupakan sesuatu yang semakin

aktual dan relevan ketika dikaitkan

dengan sasaran strategis bisnis yang

mengemban asas keadilan sosial sebagai-

mana diamanatkan juga dalam UU No. 40

Tahun 2007 Bab V Pasal 74 tentang

Tanggung Jawab Sosial Perseroan Ter-

batas.

Program CSR TWC Borobudur

seharusnya mengarah ke konsep 3P, yaitu

potensi, peluang, dan proteksi. TWC

Borobudur melakukan pengembangan

kapasitas potensi masyarakat. Masya-

rakat yang sudah berpotensi harus diberi

akses untuk mengaktualisasikan kebo-

lehannya. Mereka ini penting untuk dilin-

dungi agar yang baru saja mempunyai

potensi tidak tersaingi oleh pesaing di

pasar bebas yang lebih kuat serta ber-

pengalaman. Indikator dari pelaksanaan

tanggung jawab TWC Borobudur ini

adalah kesejahteraan masyarakat seki-

tarnya yang juga mempunyai nilai

strategis bisnis pendukung destinasi

TWC Borobudur tersebut.

Perilaku lain yang wajib dijalankan

oleh organisasi TWC Borobudur ini,

khususnya bagian keuangan adalah

melakukan program kajian dengan

merangsang, membina, dan memberikan

pinjaman modal, sarana dan prasarana,

informasi usaha, kemitraan, perizinan

usaha, kesempatan berusaha, promosi

dagang, serta dukungan kelembagaan

kepada masyarakat pengusaha mikro di

sekitar Candi Borobudur. Program

kemitraan dengan usaha kecil dan pro-

gram bina lingkungan didasarkan pada

Peraturan Menteri Negara BUMN

Nomor PER-05/MBU/2007 dan UU

UMKM No.20 Tahun 2008 pasal 7 tentang

usaha mikro, kecil, dan menengah. Dana

program kemitraan ini, disisihkan dari

laba BUMN setelah dikurangi pajak

maksimal 1%—5% (rata-rata 2%) atau

hasil bunga pinjaman, bunga deposito,

dan jasa giro dari dana kemitraan setelah

dikurangi beban operasional. Usaha

mikro diarahkan untuk menumbuh-

kembangkan usaha kreatif rumahan atau

industri jasa pariwisata di bawah

pengelolaan LWG di 20 dusun yang ada

di Desa Borobudur tersebut, seperti

konsep amoeba (Pearce, 1989; Mclalland,

2008). Program ini didorong untuk

menginspirasi kesadaran pola pikir

masyarakat bahwa mereka tidak hanya

menjadi pedagang di Borobudur saja,

tetapi justru menjadi pengusaha jasa

kepariwisataan lain di rumahnya atau di

desanya sendiri yang jauh lebih meng-

untungkan. Usaha-usaha kreatif inilah

yang harus mendominasi aktivitas dan

kegiatan kepariwisataan di kawasan ini.

Mereka yang mempunyai usaha-

usaha kreatif ini juga menjadi pengelola

destinasi di usahanya masing-masing.

Mereka yang mempunyai usaha kreatif

jasa kepariwisataan sejenis di tingkat
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lokal ini dapat membentuk asosiasi seba-

gai wadah untuk mencari penyelesaian ke

arah pengembangan usahanya, seperti

tercatat pada Bagan 2. Misalnya, ketua

organisasi-organisasi yang terdiri dari

perwakilan pengusaha pariwisata, asosiasi

usaha pariwisata, asosiasi profesi, LWG

sejenis, dan asosiasi lain yang terkait

tersebut membentuk asosiasi yang lebih

besar lagi, yaitu Gabungan Industri Pari-

wisata Daerah (GIPD) di tingkat provinsi

dan Gabungan Industri Pariwisata Indo-

nesia (GIPI) di tingkat pusat. GIPD dan

GIPI dipilih oleh anggotanya yang

mencerminkan prinsip-prinsip partisipatif,

transparan, demokratis, akuntabilitas,

berorientasi hasil, dan berkelanjutan

melalui tahapan perintisan.

Organisasi yang sudah dirintis ter-

sebut perlu diberi dukungan, legalisasi, dan

akses operasional. Fungsi kedua asosiasi

ini penting sebagai mitra kerja Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah yang

independen. GIPD dan GIPI berfungsi

sebagai wadah komunikasi, menyalurkan

aspirasi, memelihara kerukunan, kon-

sultasi para anggota, mengemban kepen-

tingan, dan pengawasan bersama dalam

rangka keikutsertaannya dalam penye-

lenggaraan pembangunan kepariwisa-

taan. Keberadaan GIPD dan GIPI juga

dapat mengurangi kecenderungan kepe-

mimpinan yang otoriter. Asosiasi ini juga

dapat mengurangi pihak-pihak yang cen-

derung tidak transparan yang memung-

kinkan praktik kolusi dan nepotisme seba-

gai sumber permasalahan ketidakadilan.

Kedua organisasi itu bersifat mandiri dan

dalam melakukan kegiatannya bersifat

nirlaba. Ketentuan lebih lanjut mengenai

bentuk, keanggotaan, susunan kepe-

ngurusan, dan kegiatannya diatur dalam

anggaran dasar dan anggaran rumah

tangga (UU No 10 Th 2009).

Tata Kelola Organisasi Destinasi

Terintegrasi di Indonesia

Keterkaitan antara TWC Borobudur

sebagai organisasi pengelola destinasi dan

asosiasi pengusaha yang terbentuk di atas

menjadi satu kesatuan MDO yang

terintegrasi dalam ruang lingkup yang

lebih besar bersama asosiasi profesi,

akademisi, pemerintah, dan organisasi

terkait yang lain. Model alur administrasi

kegiatan MDO pada Bagan 2, dibagi

dalam empat tingkat, yaitu pusat,

propinsi, kabupaten, dan lokal. Struktur

organisasi MDO ini disusun dengan

(tupoksi) tugas pokok dan fungsinya

(DMO, 2010). Kendatipun tupoksi ini

sudah ada, penguatan koordinasi juga

dilakukan pada tim koordinasi dari pusat

hingga tingkat lokal. Namun, per-

masalahan tetap saja tak kunjung tuntas

diatasi ketika dihadapkan pada persoalan

kontribusi pengelola destinasi candi di

tengah-tengah tradisi dan praktik

kehidupan masyarakat yang diidealkan

adil dan sejahtera.

Sering terjadi dalam suatu organi-

sasi, bahwa bila berkait dengan hal ke-

wenangan selalu berebut dan bila diha-

dapkan pada tanggung jawab atau masa-

lah saling melimpahkan atau cuci tangan.

Dalam kaitan ini, agaknya mengisyarat-

kan bahwa karakter TWC Borobudur

sebagai aktor bisnis dituntut mampu

memberikan contoh kepada swasta da-

lam merespons hal tersebut.
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Setiap proses pemilihan pemimpin

yang akan duduk pada struktur organi-

sasi yang ada pada MDO seharusnya

mencerminkan prinsip-prinsip partisi-

patif, transparan, demokratis, akunta-

bilitas, berorientasi hasil, dan berkelan-

jutan. Misalnya, koordinator LWG dalam

panduan DMO Budpar adalah seseorang

yang ditunjuk oleh Proyek Manager.

Penunjukan langsung ini membuat

pimpinan koordinator LWG cenderung

bekerja mengabdi kepadanya, bukan

kepada anggota LWG. Pemilihan dengan

penunjukan langsung tersebut sulit untuk

mendapatkan dukungan, akses operasio-

nal, dan sulit untuk menjalin sinkronisasi

program pengembangan kemitraan.

Cara-cara ini ini hanya akan memperkuat

kekuasaan yang terjalin antara destinasi

TWC Borobudur, Pemerintahan Kabu-

paten, Pemerintahan Provinsi, dan Peme-

rintahan Pusat.

Berbeda dengan hubungan ke bawah

yang ditunjukkan pada Bagan struktur

organisasi DMO Budpar (2010), antara

destinasi TWC Borobudur atau destinasi

(n) kepada masyarakat lokal atau

kelompok-kelompok subunit LWG tidak

memiliki garis koordinasi atau garis fasili-

tasi (lihat Bagan 2, setelah dimodifikasi

dari MDO Budpar). Yang ada adalah garis

pengendalian. Para pemangku kepen-

tingan dari kelompok-kelompok subunit

LWG berada pada sistem yang tidak

mempunyai kekuatan, mereka tersan-

dera oleh ketergantungan kebijakan like/

dislike destinasi PT TWC Borobudur.

Usaha-usaha untuk menjalin kerja sama

yang tidak henti-hentinya dilakukan

kelompok LWG melalui pertemuan-per-

temuan formal dan nonformal bukan hal

yang bersifat wajib bagi TWC Borobudur.

Namun demikian, kebutuhan sinergitas

ini penting (Utami, 1998).

Berdasarkan pola ini, telah terjadi

kesenjangan pada Bagan 2, terutama

pada tataran lokal, yaitu antara Local

Working Group (LWG) dengan petugas

fungsional, struktural, dan pelaksana

pengelola destinasi. Petugas fungsional

melibatkan tim Pokja, KMP, dan KMW.

Petugas struktural meliputi Kementrian

Kebudayaan dan Pariwisata, Dirjen

Pengembangan Destinasi Pariwisata,

Sekditjen Pengembangan Destinasi

Pariwisata, Projek Manager, dan Koor-

dinasi LWG. Petugas pelaksana pengelola

destinasi adalah TWC Borobudur.

Petugas fungsional, struktural, dan

pengelola destinasi tampaknya kurang

mampu berinteraksi dengan masyarakat,

yang barangkali dapat dikaitkan dengan

arti penting integritas organisasi yang

selama ini masih lemah, semrawut, dan

tidak berjalan di tingkat lokal atau LWG

sebagaimana pada tataran konseptual.

Mengacu pada tupoksi panduan

(DMO, 2010), integritas pengelola orga-

nisasi ini dapat diidentifikasi dari karakter

dasar yang melekat pada setiap aktor.

Ketidaksesuaian ditunjukkan ketika

melihat temuan tupoksi panduan DMO

Budpar dengan munculnya perma-

salahan yang mengisyaratkan hal-hal

sebagai berikut. Tim pengarah kurang

mengawasi dan kurang mengevaluasinya

dengan melakukan tindak turun tangan

yang diperlukan. KMP yang ditugaskan

kurang melakukan analisis, koordinasi,

dan kurang memberikan masukan ke-

pada Pemerintah Pusat (Sekditjen) be-

rupa visi yang mengembangkan kepa-

riwisataan untuk kemakmuran dan kese-

jahteraan masyarakat sekitarnya. Unit

Manajemen Proyek DMO dianggap ku-

rang melakukan koordinasi, pengawasan,

dan kurang melakukan kajian evaluasi

untuk sinkronisasi pada LWG. Begitu

juga, KMW kurang melakukan analisis,
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koordinasi, dan konsultasi kepada

Pemerintah Daerah berupa masukan

untuk mengembangkan kemitraan LWG.

Padahal, LWG berfungsi sebagai wadah

koordinasi penyelesaian masalah dan

mitra kerja jajaran Departemen Kebu-

dayaan dan Pariwisata di tingkat opera-

sional yang paling bawah dan terpenting.

Dapat diamati dari Bagan 2 dalam

kaitannya dengan persepsi masyarakat

bahwa cenderung ada pergeseran iritasi

indeks dari masyarakat yang sebelumnya

bersikap euphoria berubah menjadi

apathy, kemudian annoyance, dan

sekarang antagonism (Doxey, 1975 dalam

Monterrubio-Cordero, 2008). Persepsi

antagonism ini diperkuat oleh tipe

pengelolaan wisata dengan sistem

tertutup yang berdampak pada interaksi

sosial yang cenderung rendah (PAU-

UGM, 1991). Hal ini terlihat pada kom-

pleks zona candi yang didesain sede-

mikian rupa sehingga memiliki posisi

eksklusif yang berjarak dengan kehi-

dupan masyarakat di sekelilingnya

(Gunn, 1994). Kemudian, desain dan

pembiaran ini membangun persepsi

masyarakat tentang pengelolaan orga-

nisasi destinasi di Borobudur yang

bersifat sentralistis. Panjangnya aturan

birokrasi dan egoisme dari kepentingan

politis dalam pengelolaan hanya berada

di seputar pejabat pemerintah pusat,

pemerintah daerah, dan pengusaha

destinasi (Peer Discussion, 2011).

Dugaan kepentingan yang mengun-

tungkannya sebagai alibi politis adalah

mereka bekerja secara normatif pada

sistem kebijakan yang sudah ada, seperti

Keppres No. 1 Tahun 1992, Perda

Kabupaten Magelang No. 17 Tahun 2002,

dan SK Direksi PT Taman Wisata Candi

Borobudur No. 4 Tahun 2003 (Tupoksi,

2011). Keppres No. 1 Tahun 1992

mengatur tentang kewenangan PT

Taman Wisata Candi Borobudur dalam

pengelolaan Taman Wisata di zona II.

Perda Kabupaten Magelang No. 17 Tahun

2002 mengatur tentang tata tertib secara

umum. Adapun tata tertib secara khusus

sebagai tindak lanjut dari perda tentang

pengelolaan, keamanan, dan ketertiban

di lokasi objek wisata diatur oleh SK

Direksi PT Taman Wisata Candi Boro-

budur (TWC Borobudur). Artinya, segala

bentuk kebijakan perencanaan, pengem-

bangan, dan pengelolaan kawasan sudah

menjadi kewenangannya.

Hasil analisis dan temuan penelitian

ini menunjukkan bahwa pemimpin

pemegang kewenangan tersebut gagal

dalam menjalankan tanggung jawab

sosialnya. Pemimpin TWC Borobudur

lalai dalam menjalankan visi BUMN, UU

No. 40 Tahun 2007, dan UU No. 10 Tahun

2009. Dari segi perilaku keorganisasian,

TWC Borobudur kurang berkomitmen

menjalankan tupoksi panduan DMO

2010, CSR, dan misi BUMN mengenai

UMKM. Analisis ini mengisyaratkan

pentingnya perubahan kebijakan

perekrutan (Satrya, 2011; Hunger dan

David, 1995), perubahan visi (Visi BUMN,

2011; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 10

Tahun 2009), ketepatan program CSR

yang dilakukan oleh organisasi (Suharto,

2011) dan penguatan bantuan modal

lunak kepada usaha-usaha kreatif UKM

(Usaha Kecil dan Menengah) dalam

memberdayakan masyarakat di

lingkungan Candi Borobudur (Daman-

huri, 2011), dan diperlukan aplikasi

modifikasi struktur organisasi DMO,

seperti terkait pada Bagan 2. Sehu-

bungan dengan hal itu, tata kelola organi-

sasi daerah tujuan wisata yang baik akan

menghasilkan pengelolaan destinasi yang

baik. Hal itu akan membawa manfaat

kepada kesejahteraan masyarakat

sekitarnya (Greech, 1995:517; Bhairawa,
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Mulatsih, dan Rahayu, 2009; Pitana, 2002;

Semercioz, Donmez, dan Dursun, 2008;

Damanik, 2010).

PENUTUP

Kesimpulan

 Dari pembahasan di atas dapat

disimpulkan bahwa pengembangan

organisasi Candi Borobudur yang baik

akan memunculkan perilaku keorga-

nisasian yang baik. Perilaku keorgani-

sasian yang baik akan mempunyai

komitmen yang baik terhadap tanggung

jawab hukum, tanggung jawab ekonomi,

dan tanggung jawab sosialnya. Komitmen

organisasi yang baik ini akan menjalan-

kan proses pengelolaan destinasi dengan

baik. Organisasi yang menjalankan

pengelolaan destinasi yang baik akan

menghasilkan kesuksesan destinasi yang

baik. Kesuksesan destinasi yang baik

ialah apabila mampu memberikan

manfaat seoptimal mungkin secara adil

dan merata. Keadilan dan pemerataan

manfaat destinasi ini akan mendukung

keberlanjutan pengembangan organisasi

yang baik. Sistem yang sudah terbangun

tersebut dapat diterapkan dengan model

struktur organisasi MDO yang sudah

dimodifikasi MDO hasil modifikasi

tersebut merupakan rujukan alternatif

bagi para pengelola destinasi pariwisata

daerah agar selalu menjadi lebih baik.
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